
 

 
BUPATI SUMEDANG 

PROVINSI JAWA BARAT 

 
KEPUTUSAN BUPATI SUMEDANG 

 
NOMOR: 910/KEP.415-HUK/2018 

  
TENTANG  

 

STANDAR BIAYA DAN STANDAR SATUAN HARGA  
KABUPATEN SUMEDANG TAHUN ANGGARAN 2019 

 
DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA 

 
BUPATI SUMEDANG, 

 

Menimbang : a. bahwa dalam rangka pengelolaan keuangan daerah dan 
pelaksanaan penyusunan anggaran pendapatan dan belanja 

daerah agar dapat berjalan efektif, efisien, serta dapat 
dipertanggungjawabkan didalam mendanai setiap program 

dan kegiatan, maka perlu menetapkan standar biaya dan 
standar satuan harga; 

  b. bahwa sesuai dengan ketentuan Pasal 39 ayat (3) Peraturan 

Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan 
Keuangan Daerah, Standar satuan harga ditetapkan dengan 

keputusan Kepala Daerah; 
  c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud 

dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan 
Bupati tentang Standar Biaya dan Standar Satuan Harga 
Kabupaten Sumedang Tahun Anggaran 2019; 

 
Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1950 tentang 

Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan 
Propinsi Djawa Barat (Berita Negara Republik Indonesia 

Tahun 1950) sebagaimana telah diubah dengan Undang-
Undang Nomor 4 Tahun 1968 tentang Pembentukan 
Kabupaten Purwakarta dan Kabupaten Subang dengan 

Mengubah Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1950 tentang 
Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan 

Propinsi Djawa Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia 
Tahun 1968 Nomor 31, Tambahan Lembaran Negara 

Republik Indonesia Nomor 2851); 
 
 

 

SALINAN 



  2. Undang-Undang Nomor 18 Tahun 1999 tentang Jasa 

Kontruksi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 
Nomor 54, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 

Nomor 3833); 
  3. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2002 tentang Bangunan 

Gedung (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 
Nomor 134, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 

Nomor 4247); 
  4. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan 

Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 

Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 
Nomor 4286); 

  5. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang 
Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik 

Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara 
Republik Indonesia Nomor 4355); 

  6. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang 

Pemeriksaan, Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan 
Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 

Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia                   
Nomor 4400); 

  7. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem 
Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara 
Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan 

Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421); 
  8. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan 

Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan 
Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 

Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 
Nomor 4438); 

  9. Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2007 tentang 

Penanggulangan Bencana (Lembaran Negara Republik 
Indonesia Tahun 2007 Nomor 66, Tambahan Lembaran 

Negara Republik Indonesia Nomor 4723); 
  10. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang 

Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Tahun 2014 nomor 
244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 
5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir 

dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang 
Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 

2014 tentang Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik 
Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran 

Negara Republik Indonesia Nomor 5679); 
  11. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang 

Pengelolaan Keuangan Daerah  (Lembaran Negara Republik 

Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran 
Negara Republik Indonesia Nomor 4578); 

  12. Peraturan Pemerintah Nomor 36 Tahun 2005 tentang 
Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 

2002 tentang Bangunan Gedung  (Lembaran Negara Republik 
Indonesia Tahun 2005 Nomor 83, Tambahan Lembaran 
Negara Republik Indonesia Nomor 4532); 

 
 



  13. Peraturan  Pemerintah  Nomor  71  Tahun  2010  tentang  

Standar Akuntansi Pemerintahan (Lembaran  Negara  
Republik  Indonesia Tahun 2010 Nomor  123, Tambahan 

Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5165); 
  14. Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018 tentang 

Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah (Lembaran Negara 
Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 33); 

  15. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 
tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah 
sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan 

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 
tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Menteri Dalam 

Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan 
Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 

2011 Nomor 310); 
  16. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 113/PMK.05/2012 

tentang Perjalanan Dinas Dalam Negeri bagi Pejabat Negara, 

Pegawai Negeri, dan Pegawai Tidak Tetap (Berita Negara 
Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 678); 

17. Peraturan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral Nomor 
39 Tahun 2014 tentang Perhitungan Harga Jual Eceran 

Bahan Bakar Minyak (Berita Negara Republik Indonesia 
Tahun 2014 Nomor 2029) sebagaimana telah diubah 
beberapa kali, terakhir dengan Peraturan Menteri Energi dan 

Sumber Daya Mineral Nomor 34 Tahun 2018 tentang 
Perubahan Kelima atas Peraturan Menteri Energi dan 

Sumber Daya Mineral Nomor 39 Tahun 2014 tentang 
Perhitungan Harga Jual Eceran Bahan Bakar Minyak (Berita 

Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 786); 
18. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 29 Tahun 2016 

tentang Pedoman Perjalanan Dinas Luar Negeri Bagi 

Aparatur Sipil Negara Kementerian Dalam Negeri dan 
Pemerintah Daerah, Kepala Daerah dan Wakil Kepala 

Daerah, Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat 
Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 

811); 

19. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 32/PMK.02/2018 
tentang Standar Biaya Masukan Tahun Anggaran 2019 
(Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 511); 

  20. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 38 Tahun 2018 tentang 
Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja 

Daerah Tahun Anggaran 2019 (Berita Negara Republik 

Indonesia Tahun 2018 Nomor 701); 
  21. Peraturan Direktur Jenderal Perbendaharaan Kementerian 

Keuangan Nomor Per-22/PB/2013 tentang Ketentuan Lebih 
Lanjut Pelaksanaan Perjalanan Dinas Dalam Negeri Bagi 
Pejabat Negara, Pegawai Negeri, dan Pegawai Tidak Tetap; 

  22. Peraturan Daerah Nomor 2 Tahun 2008 tentang Rencana 
Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) Kabupaten 

Sumedang Tahun 2005-2025 (Lembaran Daerah Kabupaten 
Sumedang Tahun 2008   Nomor 2); 

 
 

 



  23. Peraturan Daerah Nomor 3 Tahun 2009 tentang Pokok-pokok 

Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten 
Sumedang Tahun 2009 Nomor 4, Tambahan Lembaran 

Daerah Kabupaten Sumedang Nomor 1) sebagaimana telah 
diubah dengan Peraturan Daerah Nomor 13 Tahun 2012 

tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Nomor 3 Tahun 
2009 tentang Pokok-pokok Pengelolaan Keuangan Daerah 

(Lembaran Daerah Kabupaten Sumedang Tahun 2012 Nomor 
13, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Sumedang 
Nomor 7); 

  24. Peraturan Daerah Nomor 11 Tahun 2016 tentang 
Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten 

Sumedang (Lembaran Daerah Kabupaten Sumedang Tahun 
2016 Nomor 11); 

  25. Peraturan Bupati Nomor 83 Tahun 2011 tentang Sistem dan 
Prosedur Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Daerah 
Kabupaten Sumedang Tahun 2011 Nomor 83) sebagaimana 

telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Peraturan 
Bupati Nomor 40 Tahun 2014 tentang Perubahan Kedua atas 

Peraturan Bupati Nomor 83 Tahun 2011 tentang Sistem dan 
Prosedur Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Daerah 

Kabupaten Sumedang Tahun 2014 Nomor 40); 
  26. Peraturan Bupati Nomor 32 Tahun 2017 tentang Pelimpahan 

sebagian Kewenangan Pengelolaan Pajak Bumi dan 

Bangunan Perdesaan dan Perkotaan dari Bupati kepada 
Badan Pengelolaan Pendapatan Daerah, Kecamatan dan 

Pemerintahan Desa/Kelurahan (Berita Daerah Kabupaten 
Sumedang Tahun 2017 Nomor 32); 

  27. Peraturan Bupati Nomor 37 Tahun 2018 tentang Rencana 
Kerja Pemerintah Daerah Kabupaten Sumedang Tahun 2019 
(Berita Daerah Kabupaten Sumedang Tahun 2018 Nomor 37); 

 
  MEMUTUSKAN: 

 
Menetapkan     : KEPUTUSAN BUPATI TENTANG STANDAR BIAYA DAN STANDAR 

SATUAN HARGA KABUPATEN SUMEDANG TAHUN ANGGARAN 
2019. 
 

KESATU  : Standar Biaya dan Standar Satuan Harga Kabupaten Sumedang 
Tahun Anggaran 2019, dengan rincian sebagaimana tercantum 

dalam Lampiran Keputusan ini. 
 

KEDUA : Standar Biaya dan Standar Satuan Harga sebagaimana 
dimaksud dalam Diktum KESATU digunakan sebagai pedoman 
dalam penyusunan anggaran program dan kegiatan Perangkat 

Daerah di lingkungan Pemerintah Kabupaten Sumedang. 
 

KETIGA : Standar Biaya dan Standar Satuan Harga merupakan harga 
tertinggi (maksimal) yang berlaku selama 1 (satu) tahun 

anggaran, dalam pelaksanaannya disesuaikan menurut harga 
pasar yang berlaku, proporsional, wajar, hemat serta dapat 
dipertanggungjawabkan. 

 
 



KEEMPAT : Harga satuan barang dan jasa sebagaimana dimaksud dalam 

Diktum KESATU sudah dihitung berikut pajak (PPN). 
 

KELIMA : Harga satuan barang dan jasa yang melebihi harga sebagaimana 
dimaksud dalam Diktum KETIGA, dalam pelaksanaannya dapat 

menyesuaikan dengan harga riil/nyata yang berlaku di pasar 
selama dapat dipertanggungjawabkan. 

 
KEENAM : Harga satuan barang dan jasa yang belum tercantum dalam 

Keputusan ini disesuaikan menurut harga/tarif yang berlaku 

dipasar secara nyata, hemat, wajar dan dapat 
dipertanggungjawabkan, yang dalam pelaksanaannya dibuktikan 

minimal 2 (dua) hasil survey pasar dari 
supplier/pabrikan/distributor/agen/toko dan/atau sumber lain 

yang dapat dipertanggungjawabkan. 
 

KETUJUH : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan. 

 
 

Ditetapkan di Sumedang 
pada tanggal 10 September 2018                

 
Pj. BUPATI SUMEDANG, 

 

ttd 
 

SUMARWAN HADISOEMARTO 
 

Salinan Sesuai dengan Aslinya 
KEPALA BAGIAN HUKUM, 

ttd 

UJANG SUTISNA 
NIP. 19730906 199303 1 001 

 


